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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

DAN

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTANG SELATAN

TENTANG

PELAYANAN KHUSUS KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK BAGI PASANGAN PENGANTIN

NOMOR:134.4.03/58/PEM.A

NOMOR:B.299/kua.16.06/04 /2021

Pada hari ini Selasa, Tanggal Enam, Bulan April Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu (06-04-2021), bertempat di Bontang, kami yang bertanda tangan

di bawah ini:

I. SUDI PRIYANTO

II. SUDA’I

: Pelaksana  tugas Kepala  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Awang Long Nomor
1 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan
Bontang Utara, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Wali Kota Bontang
Nomor 134.4.04/53/PEM.A tanggal 15
Maret 2021 bertindak untuk dan atas
nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

: Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bontang Selatan,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Selat Karimata RT 33 No 5 Kelurahan
Tanjung Laut Kecamatan Bontang
Selatan, berdasarkan Nota
Kesepakatan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Bontang
Nomor 134.4.01/09/PEM.A tanggal 10
Maret 2021 bertindak untuk dan atas
nama Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bontang Selatan, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1.

PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
yang menjadi kewenangan daerah.

PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Bontang Selatan, Kementerian Agama Kota Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan masing-

masing, PARA PIHAKsetuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian

Kerja Sama Pelayanan Khusus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik Bagi Pasangan Pengantin,dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
.Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan
Pernikahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan

Pihak Ketiga.



9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2014.

10. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bontang dan Kantor
Kementerian Agama Kota Bontang Nomor 134.4.01/09/PEM.A dan Nomor
415/Kk.16.06/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Layanan Khusus
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Pasangan

Pengantin.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan
sistem informasi yang dimiliki PARA PIHAK
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memudahkan akses layanan
dokumen kependudukan bagi pasangan pengantinserta meningkatkan
sistem dan validasi data kependudukan Kota Bontang agar dapat berjalan

lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Layanan perubahan elemen data kependudukan untuk Kartu Keluarga dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pasangan dan orang tua pengantin
yang berdomisili dan menikah di Kota Bontang;

b. pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi

pasangan dan orang tua pengantin yang berdomisili dan menikah di Kota

Bontang;

Distribusi dokumen kependudukan;

Tukar menukar informasi;

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia PARA PIHAK; dan
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Peningkatan kualitas layanan masyarakat

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PIHAK KEDUA menyampaikan formulir F1.01 kepada pasangan pengantin
yang telah terbit buku nikahnya untuk kemudian mengarahkan guna

dilengkapi berkas persyaratannya.



(2) PIHAK KESATU mengambil formulir F1.01 yang telah diisi calon pengantin
ke lokasi kantor PIHAK KEDUA setiap harinya untuk kemudian
diverifikasi kelengkapannya sesuai waktu yang telah disepakati dan
dikomunikasikan sebelumnya.

(3) PIHAK KESATU memproses perubahan elemen data kependudukan berkas
yang telah diverifikasi kelengkapannya.

(4) PIHAK KESATU mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik bagi pasangan dan orang tua pengantin.

(5) PIHAK KESATU mendistribusikan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk
Elektronik pasangan pengantin dan orang tua pengantin.

(6) Jangka waktu proses perubahan elemen data kependudukan serta
distribusi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
mengikuti standar prosedur yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :

a. Menyediakan formulir F1.01 yang diperlukan dalam pengurusan Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, termasuk pedoman
mengenai prosedur pengurusan dan penerbitan Kartu Keluarga dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui fasilitasi PIHAK KEDUA
(lampiran 1).

b. Memberikan sosialisasi/bimbingan kepada PIHAK KEDUA dalam hal
tata cara pengisian formulir F1.01 beserta kelengkapan berkasnya.

c. Menyiapkan petugas pelaksana pengurusan administrasi untuk
pengambilan berkas pemohon setiap hari.

d. Berkas pemohon sebagaimana dimaksud huruf c diatas meliputi :

1) Formulir F1.01 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh
pemohon,;

2) Photo copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
pasangan pengantin;

3) Photo copy buku nikah pemohon; dan

4) Map yang berisi seleruh kelengkapan berkas yang disertai nomor
kontak pemohon.

e. Menerima dan memverifikasi formulir dan berkas persyaratan secara

daring maupun langsung.



(2)

(1)

(2)
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Melakukan proses entry dan edit data serta mengajukan sertifikat
elektronik Kartu Keluarga pada aplikasi SIAK.

Melakukan verifikasi sertifikasi elektronik Kartu Keluarga.
Menandatangani secara elektronik Kartu Keluarga.

Mencetak Kartu Keluarga pasangan pengantin dan Kartu Keluarga orang
tua pasangan pengantin.

Mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik pasangan pengantin.
Menerima dan menyimpan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik pasangan pengantin yang siap serahkan.
Menyerahkan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik.

. Menyelesaikan seluruh proses pada huruf ¢ sampai dengan k paling lama

dalam kurun waktu 1 (satu) hari.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

a.

Membantu kegiatan PIHAK KESATU dalam bentuk :

1) Menyampaikan formulir F1.01 dan informasi persyaratan lainnya
sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf a kepada calon pasangan
pengantin.

2) Membuat laporan berkala peristiwa pernikahan setiap bulannya

kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

PIHAK KESATU memiliki hak :

a.
b.

Menerima laporan bulanan peristiwa pernikahan dari PIHAK KEDUA.
Melakukan evaluasi pemanfaatan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik Bagi Pasangan Pengantin.

PIHAK KEDUA memiliki hak :

a.

Mendapatkan formulir F1.01 pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik yang dilengkapi dengan pedoman mengenai
prosedur pengurusan dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik.

Mendapatkan sosialisasi/bimbingan dari PIHAK KESATU dalam hal tata

cara pengisian formulir F1.01 beserta kelengkapan berkasnya.



Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Pasal 8
EVALUASI DAN PELAPORAN
(1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
tiap semester.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada
Pimpinan PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU
(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan bahwa pihak yang akan memperpanjang,
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, 30

(tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,
PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai

mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR
(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi diluar
kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak
dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan
kahar antara lain :
a. Gempa bumi;

b. Banjir besar;



(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kebakaran besar;

o o

Tanah longsor;
Wabah penyakit;
Pemogokan umum,;

Huru-hara;
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Sabotase;

P—to
.

Perang; atau

j- Pemberontakan.

Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang
berwenang.

PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan
olech keadaan kahar.

Setelah keadaan kahar berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan

segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka
Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai alasan
pengakhiran Perjanjian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Pihak yang menerima
pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban maka, Pihak yang
menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut
dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada
tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada
ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa
terikat dengan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini.
Dengan berakhirnya Perjanjian ini, apabila masih terdapat hak dan

kewajiban yang belum diselesaikan menurut Perjanjian ini, maka PARA
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(1)

(2)

PARA PIHAK dalam hal ini sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Sehingga
berakhirnya Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa melibatkan hakim dan

pengadilan.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

Segala bentuk surat menyurat yang mengikat kedua belah pihak sebagai
akibat dari timbulnya Perjanjian, ditujukan dengan alamat tersebut di
bawah ini:

PIHAK KESATU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG
Jalan Awang Long Nomor 1 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang
Utara

Nomor telepon : 082255006266

Email : dukcapil.bontang@gmail.com

PIHAK KEDUA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTANG SELATAN

Jalan Selat Karimata RT 33 No 05 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan
Bontang Selatan

Nomor telepon : (0548) 22597

Email : kua.bontangselatan@gmail.com

Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan
secara tertulis telah di terima oleh PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari
kalender sejak penetapan perubahan dilakukan. Dengan segala
keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang
melakukan perubahan.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam
addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perjanjian ini.



Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli
bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani PARA PIHAK .
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